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KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 2 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, TB47319 E-mail : ditjen.pkhi@pertanian.go.id Website : hitps:/ditjenpkh.pertanian.go.id

NOTA DINAS
NOMOR. 01020/RC.110/¥/09/2025

Yth. . 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan
2. Direktur lingkup Ditjien Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dari . Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Hal . Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Kantor Pusat
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (238776) TA 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal September 2025

Merujuk Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan nomor: 28271/RC.110/F .1/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Perihal
Penandatanganan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Kantor Pusat
Ditien Peternakan dan Kesehatan Hewan (238776) TA. 2025, bersama ini
disampaikan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, seluruh kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku, disertai
dengan komitmen dan integritas, serta pengendalian internal yang memadai.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKND SLAMET LANTA| 12, JALAN DR WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPOMN (021)
3349315, FAKSIMILE (021] 3647157, SITUE waww. anggaran bemenkou.go.id

Momor . S-T2B/AGIAG.3/2025 22 Agustus 2025
Sifat . Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal . Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kementerian Pertanian TA 2025 (Revisi ke-9)

Yth. 1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
2, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian Nomor 21025/RC.100/F/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025 hal Usulan
Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan revisi anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian
Keuangan telah diperbaharui.

2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan
yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.

3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala
KPPN agar mengunduh PDF file DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA
Petikan Revisi,

4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik
kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi,
Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemartiman berkomitmen untuk selalu
memberikan pelayanan yang SOLUTIF (Sinergi, Objektif, LUgas, Transparan, dan InovatiF)
dengan tetap menjaga integritas.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman

Tri Budhianto

Tembusan:

Menteri Pertanian

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Direktur Jenderal Anggaran

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
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Diakamen inl telah ditandatargani menggunakan sentifikar elekronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Ebektrontk (BSrE). BSSN. Untuk memastikan kesslian tanda tangan
elektronik, silakan pinda QR Code pada laman https://saru kemenkeu. go.id atau unggah dokumen pada laman hopa: e komdigi. go.id verfyPDE



PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
POK
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